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Yogyakarta- Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin menyambangi kantor
Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jl. CIk Di Tiro No. 103 Yogyakarta untuk bersilaturahim dan
bermuzakarah dalam penyatuan Kalender Hijriyah. Menteri Agama disertai jajaran Dirjen dan Kanwil
Kemenag DIY diterima langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin
beserta jajarannya dan juga Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. 

 

Dalam dialog yang berlangsung selama tiga jam tersebut, Lukman Hakim Syaifuddin menyampaikan
keinginan untuk terwujudnya Kalender Hijriyah yang dapat dipakai bersama oleh umat Islam di Indonesia.
"Kami berkeinginan untuk menyamakan pandangan antara Kemenag dan Muhammadiyah dalam
penentuan awal bulan Hijriyah termasuk di dalamnya Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah," ungkapnya.
Lukman berharap, kesamaan pandangan penentuan awal bulan Hijriyah antara Muhammadiyah,
Pemerintah, ormas lain dapat meminimalisir perbedaan yang ada, demi terciptanya kebersamaan
diantara umat Islam di Indonesia. 

 

Terciptanya kalender Islam selama ini menurut Din Syamsuddin juga menjadi keinginan besar
Muhammadiyah, untuk itu beberapa kali Muhammadiyah terlibat dalam forum unifikasi kalender Islam
termasuk menyelenggarakan konferensi Internasional yang melibatkan para pakar astronomi dan ahli
falak dunia. Namun menurutnya, masih ada beberapa hal dalam metodologi yang membutuhkan diskusi
yang lebih mendalam untuk terciptanya unifikasi Kalender.

 

Dalam forum yang juga dihadiri Ketua Umum PP 'Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini tersebut, Ketua
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar dan Direktorat Jenderal Bimas Islam
Kemenag RI Machasin, menyampaikan presentasi dan pandangannya terhadap penyatuan Kalender
Hijriyah dan kemungkinannya untuk diterapkan di Indonesia. Machasin menuturkan, sebenarnya
perbedaan yang ada selama ini adalah perbedaan metodologi dalam bingkai hisab atau dasar
perhitungan tinggi hilal yang dipakai. "Muhammadiyah memakai wujudul hilal yang mematok nol derajat
setelah terjadi ijtimak dan imakanurukyat yang memakai ketinggian hilal dua derajat," jelasnya. Dalam
diskusi tersebut Machasin juga menawarkan pendekatan yang mungkin dapat diterima Majelis Tarjih
dalam menerapkan metodologi dalam menetapkan awal bulannya.

 

Sementara itu Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar mengungkapkan,
masih terdapat permasalahan yang masih harus dipertimbangkan dalam penggunaan metode
imkanurukyat yang selama ini diterapkan pemerintah, sehingga perlu diskusi yang lebih mendalam,
termasuk mengenai dasar dalil Al Qur'an atau Al Hadist pada penerapan metode penetapan bulan baru
Hijriyah. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama dan Din Syamsuddin menyepakati untuk
membentuk tim khusus dari berbagai ormas, ahli astronomi dan falak guna membahas secara detail
mengenai penyamaan dasar metodologi penghitungan awal bulan baru. (mac)
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